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WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO 

                                     NOMOR  :      

TENTANG 

PENETAPAN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR 

SEKOLAH DASAR NEGERI DIKOTA GORONTALO 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dan 

penyelenggaran pendidikan pada satuan pendidikan 

sekolah dasar serta meningkatkan fungsi sekolah 

sebagai sarana belajar mengajar perlu melakukan 

penggabungan dan perubahan nomenklatur sekolah 

dasar; 

  b. bahwa agarpenggabungan dan perubahan nomenklatur 

sekolah dasar dapat mencakup seluruh unsur pada 

sekolah tersebut serta sesuai peraturan perundang-

undangan perlu dilakukan penetapan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan 

Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah 

Dasar Negeridi Kota Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959                 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 557); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan 

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 955);  

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 209); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Penetapan Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur 

Sekolah Dasar Negeri di Kota Gorontalo. 

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU yaitu: 

1. SDN Nomor 2 Kota Barat Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 3 Kota Barat Gorontalo menjadi SDN Nomor 

2 Kota Barat Gorontalo. 

2. SDN Nomor 4 Kota Barat Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 5 Kota Barat Gorontalo menjadi SDN Nomor 

3 Kota Barat Gorontalo. 

3. SDN Nomor 8 Kota Barat Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 9 Kota Barat Gorontalo menjadi SDN Nomor 

6 Kota Barat Gorontalo. 

4. SDN Nomor 36 Kota Selatan Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 35 Kota Selatan Gorontalo menjadi SDN 

Nomor 32 Kota Selatan Gorontalo. 
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5. SDN Nomor 37 Kota Selatan Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 31 Kota Selatan Gorontalo menjadi SDN 

Nomor 28 Kota Selatan Gorontalo. 

6. SDN Nomor 66 Kota Timur Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 65 Kota Timur Gorontalo menjadi SDN 

Nomor 60 Kota Timur Gorontalo. 

7. SDN Nomor 68 Kota Timur Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 67 Kota Timur Gorontalo menjadi SDN  

Nomor 61 Kota Timur Gorontalo. 

8. SDN Nomor 78 Kota Tengah Gorontalo digabung dengan 

SDN Nomor 76 Kota Tengah Gorontalo menjadi SDN 

Nomor 69 Kota Tengah Gorontalo. 

KETIGA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada Diktum  

KESATU menyebabkan perubahan nomenklatur secara 

keseluruhan pada Sekolah-sekolah Negeri di Kota Gorontalo 

sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada  tanggal                       2019 

WALIKOTA GORONTALO, 

 

 

MARTEN A. TAHA 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo. 

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 






